
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 

KEPUTUSAN 


KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 


NOMOR 465 TAHUN 2024 


TENTANG 


INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 


PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2024 


KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

Menimbang a. 	 bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

telah melakukan Uji Komsekuensi terhadap informasi 

yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan sebagaimana telah ditetapkan melalui 

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 773 Tahun 2023 tentang Informasi yang 

Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan; 

b. 	 bahwa atas hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud 

huruf a Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

perlu menyusun dan menetapkan daftar informasi yang 

dikecualikan; 

c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

tentang Informasi yang Dikecuaikan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan 2024; 

Mengingat 	 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

1 	2. Undang... 
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2. 	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5164); 

3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

4. 	 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 18); 

5. 	 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan Nomor PER­

07I 1.03/pPATK/07114 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis 

TransaksiKeuangan; 

6. 	 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan Nomor PER­

081 1.03/pPATK/07114 tentang Pengelolaan Informasi 

dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan; 

7. 	 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 430); 

qMEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS 

TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS 

TRANSAKSI KEUANGAN 2024. 

KESATU 	 Menetapkan informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2024 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA 	 Informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum Kesatu telah dilakukan pengujian 

konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan. 

KETIGA 	 Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas layanan: 

1. bidang umum; 

2. sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana; 

3. perencanaan dan 	keuangan; 

4. analisis dan pemeriksaan; 

5. pengawasan kepatuhan; 

6. pemberdayaan kemitraan APUPPT; 

7. strategi dan kerja 	sarna internasional; 

8. strategi dan kerja 	sarna dalam negeri; 

9. pelaporan; 

1 10. inspektorat... 
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10. inspektorat; 

11. pendidikan dan pelatihan APUPPT; 

12. teknologi informasi; dan 

13. hukum dan regulasi. 

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan 

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 di lingkungan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

Pada saat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuanga ini berlaku, Keputusan Kepala Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 773 

Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Oktober 2024 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN 1 

Salinan .. . 
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. 	 Para Pejabat Tinggi Madya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan; 

2. 	 Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan; 

3. 	 Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis 

TransaksiKeuangan; 

4. 	 Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis 

TransaksiKeuangan; 

5. 	 yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya; dan 

6. 	 pertinggal 

1 
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